
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN    2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN   2010

T E N T A N G

PAJAK  REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  BUTON,

Menimbang : a. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun  Tahun  1959
tentang Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat  II  di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1823);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1997  Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 );

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2007 tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton  Nomor 4 Tahun
2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton  Tahun 2004
Nomor 4)

Dengan Persetujuan  Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
REKLAME
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas

penyelenggaraan reklame;
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;

7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri
atau untuk dan atas nama pihak lain;

8. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik
lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan
kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan
dibidang usaha;

9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
pengadaan/jasa reklame yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOPR ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau
NJOP pengganti;

10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,  perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama  dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
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perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
lainnya;

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD  adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah  atau ke tempat lain
yang ditetepkan oleh Kepala Daerah;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutya disingkat
SKPDKB  adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yamg masih harus
dibayar;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ambahan, yang
diselanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah  surat keputusan yang
menetukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetepkan;

17. Surat Ketetapan  Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya  disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan  jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak;
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19. Surat Tagihan Pajak Daerah,  yang selanjutnya disingkat STPD, adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;

20. Surat Keputusan Keberatan  adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat  Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar  Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak;

21. Putusan Banding  adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan  yang diajukan oleh
Wajib Pajak;

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan  pemenuhan kewajiba perpajakan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB  II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal  2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap
penyelenggaraan reklam;

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua
penyelenggaraan reklame,  meliputi:
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
b. Reklame kain dan sejenisnya;
c. Reklame melekat, stiker;
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d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide; dan
j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi
tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah; dan

e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pasal  3
(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan

Reklame.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan

Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh

orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga
tersebut menjadi Wajib Pajak.
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BAB  III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal  4

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan
faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dinyatakan dalam bentuk tabel dasar pengenaan pajak sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal  5

Besaran Tarif pajak ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:
a. Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten Buton tarif pajak ditetapkan sebesar

25% (dua puluh lima persen);
b. Untuk wilayah diluar Ibu Kota Kabupaten Buton tarif pajak ditetapkan

sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal  6

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan penjumlahan Nilai Starategis
dan NJOPR pada tabel dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5).
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BAB IV

WILAYAH   PEMUNGUTAN
Pasal  7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemasangan
reklame.

(2) Pemungutan  Pajak  tidak  dapat  diborongkan.

BAB   V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa pajak sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang dihitung
setiap satu bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Pasal  9

Saat p Pajak terutang dimulai pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB VI
SURAT  PEMBERITAHUAN  PAJAK  DAERAH

Pasal 10
(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi  SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib  Pajak atau
kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), harus disampaikan
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima  belas) hari
setelah  berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk,isi dan tata cara pengisian dan penyampaian  SPTPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah.
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BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal  11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Kepala
Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima)  tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan;
a. SKPDKB dalam hal:

1)  jika  berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang di bayar;

2) jika SPTPD  tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabakan penambahan jumlah pajak
terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a  angka 1) dan angka 2) dikenakan
sanksi admistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan
pajak yang kurang atau terlambat di bayar  untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
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(3) Jumlah kekurangan pajak  yang terutang dalam  SKPDKBT

sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen );

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan
apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan
pemeriksaan;

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan  dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat  terutangnya pajak.

Pasal 13

(1) Kepala  Daerah dapat menebitkan STPD apabila:
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD  terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau

denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa  bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak  saat terutangnya pajak.

(3) Pajak yang terutang menurut  SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar   2 %  (dua persen) sebulan, ditagih
melalui STPD.
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BAB VIII

TATA  CARA  PEMBAYARAN  PAJAK

Pasal  14

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang
berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah melalui
Dinas Pendapatan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

(4) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal
jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan  sejak

diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding  yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(3) Kepala Daerah atas permohonn Wajib Pajak  setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada
Wajib Pajak  untuk   mengangsur atau  menunda pembayaran pajak
dengan dikenakan bunga sebesar 2 %  (dua persen   sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan
penundaan  pembayaran pajak diatur dengan Peraturan  Kepala Daerah
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BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN  PAJAK

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak  pada
waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan  berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEBERATAN  DAN BANDING

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat  mengajukan  keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. SKPD
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai

alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
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(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling

sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
(5) Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana

dimaksud  pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap
sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak
yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.
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Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 %
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Kepala Daerah  karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
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(2) Kepala Daerah dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan  SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek
pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitrasi dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB  XII
PENGEMBALIAN  KELEBIHAN  PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat  mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah secara tertulis
dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa  pajak ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala  Daerah  dalam jangka waktu paling lama 12 (ua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
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pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
Kepala Daerah tidak memberikan  keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang  pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayara pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian  kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu  2 (dua) bulan sejak diterbikannya SKPDLB, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen)  sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal  23

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah  sekurang – kurangnya dengan
menyebutkan:
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan
secara langsung atau melalaui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah  atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala
daerah.
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Pasal  24

(1) Pengembalian  kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan  dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku  sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA  PENAGIHAN

Pasal  25

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.
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Pasal  26

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.

BAB XIV
PEMBUKUAN  DAN PEMERIKSAAN

Pasal  27

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal  28

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal  29

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal  30

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan
dalam bidang keuangan daerah.
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(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan
keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara
Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang
ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal  31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan  menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Pasal  33

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersangkutan.

Pasal  34

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1  (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
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kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena
itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal  35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat
(2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pajak Reklame masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN  PENUTUP

Pasal  37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame dinyatakan  dicabut dan tidak
berlaku lagi.
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Pasal 3E

Hal-hal yang belunn diatur datam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapka'r lebih lalrjut oleh Kepala Daerah

Pasat 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun&ngan Peraturan
Daerah ini dengan penempstannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Buton.

Ditetapkan di Pasarwaj o
padatanggal 4 Oktober 2010

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

In H. LM. SJATEI KAIIAR

Diundangkan
padatanggal

dalam Lembaran Daerah Kab.Buton
7 Oktober 2010

Muda,IV/c
231 199008. l 004

DAEMH KABUP.ATEN BWON

.i ii,'
.. Yj i r

2OIO NOMOR 4
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABIUPATEN BUTON

NOMOR : 4 TAHUN2010
T.ANCGAL : 4 OKTOBER2010
TENTANG : PAJAK REKLAME

TABEL DASAR PENCENAA}I PAJAK

Jenis Roklame Kelas Jalan Nilai Strateois /Rnr N.l rlp p
2 3 4

Reklame Bilboard Z megauon I aan
sejenisnya

A.UTAMA
A
B

60.000 / Thn
45.0tt0/ Thn

200.000a42iThn
20O.0001tr42/Thn

Reklamc papan dan sejenisnya A.UTAMA
A
B

3O.000 / Thn
25,000 / Thn

7O.000/M2/Thn

Reklamc Kain
- Spanduk / Umbul-umbul, Banner

dan sejenisnya"

' Baliho

A.UTAMA
A
B
C

A.UTAMA
A
B
C

10.000/ Thn
7.500/ Thn
5.000 / Thn

5O.00O/ Thn
35.000/ Thn
20.000 / Thn

15.00CIM2/Thn
15.000/M2lThn
15.@0/M2lThn

J0.000/M2iThn
5O.00O/M2lThn
50.000/tv12lThn

I Reklame selebaran, melekaa@iker) d;
sejenisnya

L000/Lbr/Bln 4.000/Lbr/Thn

I Rekame Bedalan :

- Mobil
- Sepeda Motor dan sejenisnya
- Gerobak dan seienisnya

300.000 / Thn
50,000 / Thn
25.000 / Thn

50O000/BuahlTh
200.O00iBuahlTh
l0O ffWRrrch/Th

6, Reklame Udara / Apung 500.000/Bh/Bl 75.00OlBuah/Bth

l, Reklamo Suara 50.000 / hr 100.000 / hr

t, Reklame Film / Slide 2.500 / Mnt 10,000 /Mnt

t, Reklamc Peragaan 15Or000 lxPrg 600,000 lltronjrn

:=



,'i..1 PENJELASAN
PERATTIRAN D,{ERAH KAB{,JPATEN BUTON

NOMOR 4 TAHUN 2O1O

TENTA}IG

PAJAK RNKLAMf,

T]MUM

Untuk menyukseskan penlelen,ggsraan pem€rintahan, Undang-
undang memberilcan kewenangan kepada Daerah untuk melakukan
punguton kepada masyarakat dalam bentuk Pajak dan Retribusi
sebagaimana diatur dalam Undarrg-Undang Nomor 18 Tahun 1997

llntuog Pajak Dleralr dan Rctribusi Daerrh yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 'lahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut,
Dagrah kebupaten{<ota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh)
jenis Pajak. selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan
untuk monetapkan jenis Pajak lain sepanjang memonuhi kritorio yang
ditetapkan dalam Undang.Undang, sehingga muncul kocenderuirgan
Doerah untuk menciptakan berbagari pungutan yang kadang tidsk sozuai

{.ng*t .krt*q* poraturan perund.ang-undangan dan atau bortentangan
dengan kopentingan umum.

Moskipun Undang-Undang memberlkan kewonangan kepada
Pomorintah untuk membatalkan setiap Peraturan Doerah y*g
bertentangan dengan Undang-Un&mg dan kepentingan umum, namun
dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tidak dapat
berjalan sosara efektif, oleh karena itu rnaka Undang.Undang Nomor lB
Tolrun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomoi 34 Tahun
2000 disabut dan digantikan dengan Undang.Undmg Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajalc Daerah dan Retribusi Daorah, sehingga dengon
demikian maka segala Peraturan Daerah yang penerbitrannya bincasar[gn
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 199? yang dirubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 harus ditinjau kembali seporti harnya
Poraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2006 tentang pnjnk
Reklame
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Feraturan Daerah ini telah merqiuk pada undang.undang Nomor28 Tahun 20.' dan mencabut perah*an Daerah tiabupaten ButonNomor 6 Tahun 2006. Dengan berlakunya peratil- Daerah ini

"d4*"ptut, 
dapat- meningkatkan kemanapuan Daerah *tot .**biayaikebutuhan pengelueran yang jumlahnya semakin besar karena didaramPeraruran O*{,-ti1,"r*pat peningl@tan O* p".f**, obyok pajak

Reklame tennasuk- rekra'e apuig. nI pt*-lri,r";;r"; Daorarr iniakan memb-r*"i]!:l"stian bagi iu"yaraot dan iunia *un" yong padagilirannya diharapkan dapat rnJninek;,tk* k"*udo;;6"r"k , dala'
memenuhi kewaj iban perpajakannya.

tr PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasnl S

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup

Pasal 7

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Ftsal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat(l)

Ketenruan ini. memberikan kepercayaan kepada wajib pEiak
untuk menghitrrng *omporhitungkan, 

-menbaiar, 
ia"

melap.rkan s€ndiri pqiak yang rerutang &ngan meriggunekan
SPTPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ay*(3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Posal I I

Cukup jelas.

Pasal 12

Keteirtuan ini mengafur penerbitan surat k'tetapan pqiak atas pqiak
yang dibayar sendiri. penerbitan surat ketetaian peid( aitujufian
kupucu wajib Pajak tertentu yang disebabkan 

-oleh'ketiaatuenaran

dalam p€ngisrr sprpD atau kanena ditemukannya aaia-irsr.ar riu*
dilaporkan oleh Wajib pajak.

Ayat (t)
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah
untuk dapnt me,nerbitkan SKpDKb, SKPDKBT afuu SKPON
hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan pu*.tu* t"in
hanya terhadap wqiib pa.iak tertentu yang nyata-nyata atau
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berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban
formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

t. Seorang Wqiib Pajalc tidak menyampaikan SPTpD pada
tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam janeka waktu
tertentu juga belum nenyampaikan SPTPD, rnaka dalam
jangka waktu paling lama 5 (ima) tahun Kepala Daerah
dapnt menerbitkan SIffDKB atas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun
pqiak 2009. Dalam jangka walctu paling lama 5 (lind
tahuq ternyata dari hasil pemeriksaan SPTpD yrurg
disampaikan tidak bsrrar. Atas pajak yang terutang yang
kurang bayar tersebut Kepalo Daerah dapat menerbitkan
SKPDKB ditambah dengan sanksi administatif,

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang
telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam janeka waktu
paling lama 5 (lima) tahun sesudah pqiak yang terutang
diternukan data banr dan/atau data ynng semula belum
terungkap y,ang menyebabkan penambatran jumlah pajak
yang terutang Kepala Daerah dapat menerbitkan
SKI}DKBT.

4. Wajib Pqiak bordasar.kan hasil pemeriksaan Kepala Daerah
ternyata jumlah pajalt yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak anu pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak, Kepala Daeratr dapat menerbitkan SKpDN.

Huruf a

Arrgka i)
Cukrp jelas.

Augka 2)

Cuknp jelas.

Argka 3)

Yang dimaksud dengan 'openetapan pqiak secara
jabatan' adalah penetapan besarnya pajak terutmg
yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat
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yang dituqiuk berdasarkan data yang ada atau
keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur s:rnksi terhadap Wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan
sanksi adrninistatif berupa bunga sebesar Zo/o (dua persen)
sebulan dari peiak yang tidak atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu palirig larna 24 (dua puluh ennpa| bulan atas
pqiak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administuatif
berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai
dengan ditenbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wqiib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada eyat (l) huruf b,
ynrtu deqgan ditemukannya data baru darlatau darta yang
sernula belum terungkap yang berasal dari hasil p.m"rik um
sehingga pqiak yang terutang bertambeh, maka terhadap Wajib
Pqiak dikr:nakan sanksi adrninishatif berupa kenaikalr 100gir
(seratus persen) dari jurnlah kekurangan pajak. Sanksi
administratif ini tidak rlikenakan apabila Wajib pajak
melaporkannya s€belum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Drlam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3), yaitu Wajib P6jak tidak mengisi SpTpD yang
seh,arusnya dilakukanny4 dikenakan sanksi administuatif
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berupa kenaikan pajak sebesar 25o/o (&a puluh lima person)
dari pokok pajak yang teruang.

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang
torutang secara jabatan melalui pensrbitan SKPDKB.

Selain ffinksi adminisfatif berupo kenaikan sebesar 25% (dtn
puluh linra persen) dari pokolr pajak yang tenrtang juga
dikenakan sank$i administuatif benrpa bunga sebesar 2o/o (fin
perssn) sebulan dihitung dari pajak yang kurang ainu terlambat
dibayar untuk jangka lvaktu palhg lana24 (dua puluh empaQ
bulan.

Sanksi administatif berupa bunga dihitung sejak saat
tenrtangnya pajak sampai dengan diterbitftnonya IIKPDKB.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukupjelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 1?

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 2l
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukupjelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cnkup jelas.

Pasal 27

Cukup jolas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (l)
Yang dima*sud dengan "insansi yang melaksanekan

rymygu$o' adqlah dinaVbadft/lembaga yang tugas p,rkok
dan fungsinya melaksanakan perumgutan najat aanfteuuusi.

Ayat (2)

Pemberfran besarnya insentif dilekukan melalui pembahasan
yang dilakukan oleh pernerintah Daeratr dengan alot
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kelengkapan Dewan perwakilan
membidangi masalah keuangan.

Ayat(3)
Cukup Jelas.

Fasal 30

Cuku,p jelas.

Pasal3l

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jolas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat(1)

Pengenaan pidana kufun$n dan pidana denda kepada pejabat
teflsgi ahli.yang dit,4i,lk oleh Kepala Dserarr dimr*iuakanuntr* merfamin bahwa keraftasiaan rnengenai p"rp"irf.*
daerah tidak akrn diboritahukan kgnada pilrit i*io,i.s" as*w3jiu pqiak dalam rnernberikan adt" arii r."i"ffiri, t"eilr"
pejabor mengouai porpajakan daerah tidak ragu-;;-s{ 

-

Ayat(2)

Cukup jolas.

Ayat (3)

Cukup jolas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

34

Rakyat Daerah yang
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Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
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